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an semmakin mendorong pelaksanaan pembangunan ekonomi pedesaan. Hal ini
nteirn Dt disebabban oleh temabin terhukanya peluang bagi daerah untuk memean [aal-
ket sumber sumber dayo alam  Namun demikian, pelaksanaan dari pembangunan pedesa-
o rapieskitye okan mengalomi sefumiah hambatan yang sulil dihindari. Pembangunan pe-
desaan sangat herhubungon dengan partisipasi ketenagakerjaan, akses dan kesempatan
tethesdip fubioy produksi don informeasi yang herkaitan dengan pasar. Hambatan yang akan
dihadapi tevkiit dengon measalah.moasalah repertl kemiskinan, kesenjangan pendapatan,
kegagalan tramsformasi shkonomi dengan ketenagakerjaan dan merosoinya kelembagaan
loked masydvahat prdesaan itk i diperlukan strategl dun kebijakan yang mendasar,
oitare loin dengan melokukan perbaikan indikator kesejahteraan yang mengacu pada
maraluh pengentaron kemiskinan, penurunan tingkat kesenjangan pendapatan, seria pe-
WERrastun fransformasl antara pembangunan pertanian, industri dean Jasa. DI samping it

prvhi pevigton lombaga masyarakal desa

Pendahuluan

FHUBAHAN (baca reformasi) poli-
(ke akhicakhir ini nampakiya men-

viptakan peluang-peluang bagl per-
balkan kehidupan sosial dan ckonomi Hal
lornabil setidaknyn lercermin dari lahirnya
paket perundangan yang ferdiri dard Un-
tang-Undang (UL) No 22 tahun 1999 len-
tarig Pemerintaban Daeral, UL No 25 ta-
g 1999 teniang Perimbangan Keuangan
witara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan
LU No 28 tahun 1999 tentang Penyeleng-
parnan Neghea yang Bersih dan Bebas da-
ti KEN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)
Ciatia besar yang hendak dicapal adalah

Mukalsl yung disnmpaikan dalam Diskas Pa-
nel “Papgambangan Potensi Parekonomian Pede-
paaki Nirategin Menyomgesong (lonomi Desrah”™, di
[ivwrnitan Widys Cinma Malang. 31 Jull 1999

motivasi dan komitmen untuk memperbaika
kesalahan-kesalahan struktural, beragam dis-
torsi dan pelanggaran hukum, sementara
ruang lingkup (dan harapan) spesifik yang
hendak dituju adalah mengalirnya invesia-
si efektif, bergairahnya aktivitas perckono-
mian, dan meningkatnya kescjahteraan di se-
luruh penjuru wilayah dengan didukung
oleh good governance.

Sementara i, otonomi daerah’ schagai
misi pokok dani UU No. 22 dan UU No. 25
lahun 1999 nampaknya menjadi bahasan

"Otonomi daerak adalah kewenangan Daerah
Otomom untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masynrakal setempat menurut prakarsa sendiri ber-
dasarkan mspirasi masyarakat sesusi dengan peratur-
an perundang-undangan. Daerah otonom adalah ke-
satuan masyarakal hukum yang mempunyai batas
daarah lerentu, yang berwenang mengatur dan me-
ngurus kepenlingan masyarakat sctempal menu-
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frpenting dalim perubalinn skt Vi
sedang berlangsung ind Faktos TR
o ghan vang dapat disebul antarn lnin
bahwa pengelolann dan pemecihan masn
Inh pembangunan i doeral diapat lebily
bertanggung jawab, tertbukanva peluang
fk mengpalt potensi dacral, dan pengtom
bangan ckonomi. pedesaan. Sebalikuya. oo
nomt dacral jugn menyvimpan thntangan
(dan permasalaban), antara lain shedul I
beralisast perdagangan, hambatan steakinial
dan peluang munculonyn mora/ hazard -
lam implementasinya

Tulisan int mencoby menghkajt secarn
konseptual tentang pengembangan ckono-
mi pedesaan menyongsong olonon dacrah
dan mengidentfikast berbagai permasalah
an vang mungkin timbul

Relevansi Otonomi Dacrah

Kerangka konseptual yang mendasari
atau berhubungan dengan otonomi dacrah
(atau lebih luas lagi, pembangunan dacrah)
tidak pernah secara spesifik dikemukakan,
Dalam kasus Indonesia, hal tersebut tidak

rit prakarsa sendin berdasarkan aspirasi masynrn-
kat dalam ikatan Negara Kesatuan Repabhk Indo-
pesia (UL Noo 22 wahun 1999 pasal 11) Kewenang-
an daerah mencakup kewenangan dalam selurub
bidang pemerintahan, kecunli bidang politik luar
negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal, ago-
ma, kebijakan tentang perencanaan nasional dan
pengendalian pembangunan nasional secara mnkru_
dana perimbangan kewangan, sistem administras
negura dan lembaga perekonomian negara, pembi-
naan dan pemberdayaan sumber daya manusa, pen:
dayagunaan sumber daya alam serta teknolog ting-
@i yang strategis, konservasi dun standardisasi na-
sional (UL No. 22 tahun 1999 pasal 7). Sumber-
sumber penerimaan daerah meliputi; (a) pm_:lllpnl-
an asli dacrah;, (b) dann permbangan, (o) pinjam:
an dacrah;, dan (d) lain-lain penerimann yang sah
(UL} No. 25 tahun 1999 pasal 3)

lebih sobogot prosos  alokithe wemagu ke
adann perehonominn yang lebih sehal
{hiwh Perfiriming ¢donamy) sesudply ter)e
bade cobonp T dadnn kemaguan ekonomi
viong semy (high coxt econamy) Dangian
merpertimbanghoan balwa pengaloman pom
bangunan solpmp il disebabloan oloh asym
wieirie information, ketidakaelislenan atau
distorst, dan lemahnyn mekanisme kelemibng
pann yong boraboooalnsd kepindn morkef dan
givernment fodlure, mpka menghug dari
bidang ehonomi pilihan masyarakat (pubin
chestee eoonomics) (Cullis and Jongs, 1992,
Schmbd, 1987, Schmides, 1990, dan Kiuopar
1990 1020 dan ekonomi kelembagaan (in
stitutional economicy) (Willinmson, 199%]
Arrow, 1974, Stglitz, 1997, dan Besley, 1997)

dirasakan relevan

Otonomt dagrah menjudi relevan bagl
pembangunan secarn omum (lermasuk perms-
bangunan pedesaan) karena beberapa alasan
Pertama, Indonesin belum cakup batk da-
lam mengelola sumber-sumbaor daya puhllkJ
(common and public resources) antinrn linn
sektor kehutanan, perikanan, atan pengelo-
laan wilayah perkotaan Pengaliman selama
int memperlihatkan bahwa produktivitas sum-
ber daya tersebul cenderung merosol dan
insustainable akibat kompleksitas pengolo-
lnan yang salah, udak adanya pembinaan,
dan munculnya perilaku-penlaku free-rider
ataw moral hazard lainnya. Berhadapan de-
ngan sumber daya publik, konsepsi mekanis-
me pasar yang berorientasi Pareto Optim-
ality tdak tepat digunakan. Yang lebih te-

1«I.Ht'i umumnya adalah mon-rivalry in consump-
fiom, artinya dalam batas-batas tertentu kenikmatan
seseorang terhadap sumber daya tortentu tidak ber-
kurang akibat adanya orang lain yang mengkonsum:
wi sumber dayn yang sama (lihat Culliy and Jones,
19492)
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Permasalahan Pembangunan Pe-
desaan

Permasalahan pembangunan pedesaan
senantiasa borhubungan dengan partisipasi
Letenagakerjaan (employvemeny gap), akses
dan kescempatan terhadap fakior produksi
Uomogenein gap), dan informas: yang ber-
Lattan dengan pasar (information gap)
Hacruman, 1997). Dan kedua ketimpangan

tolah kemudian mengemuka berbagai per-
masalahan benkut

Pertusma, kemiskinan  Upaya pengentas-
an kemiskinan di Indonesia hingga tahun
1996 dilihat dan jumlah penduduk scbenar-
ma sangal menggembirakan (Tabel 1) Ka-
law pada tahun 1976 masih ditemukan 54.6
mta penduduk miskin, maka dua puluh ta-
hun setelah itu jumlahnva menurun lebih
dan sctengahnya, yaitu 22,5 juta. Namun
demikian, prestasi itu pantas “dipertanya-
kan~ Karcna bukan saja beriendensi poli-
tis dan udak berkorclas: dengan indikator
kescjahleraan lainnya, tetapr juga terlalu
jauh dengan 80 juta orang muskin (57 juta
d antaranya penduduk pedesaan) pada

1%

tahun 1998 berkenaan dengan pengaruh
Kiranva relevan pendapat
Amartya Sen, pemenang Nobel di bidang
ckonomu tahun 1998, yang mengatakan bah-
wa kemuskinan atau kurang pangan bukin
dischabkan oleh tidak tersedianya bahan
pangan atau kebutuhan dasar lmnnya, leta-
pt letnh dischbabkan oleh kegamangan war-
ga neparanya mengkritik kebijakan peme-
rnntah dan mewujudkan ikhm demokras:

Fenomena kemiskinan di pedesaan juga
diwarnai oleh bias gender Dalam kurun
1991 hingga 1996, proporsi pekena wanita
di scktor pertanian meningkat sangat sig-
mfikan. Dengan mengasumsikan mercka le-
bih lemah aksesnya terhadap modal, tekno-
logi dan pasar, maka perolehan benefit-nva
selain kecil juga cenderung mcnurun. De-
mikianlah, sebagian dari berjalannya femim-
sasi kemiskinan (Nugroho, 1996).

‘edua, kesenjangan. Tabel 2 memper-
lihatkan bahwa tingkat kesenjangan penda-
patan meningkat konsisten dari 3,81 pada
tahun 1985 menjadi 6,18 pada tahun 1995
Kecenderungan terakhir ini nampaknya

knsis ekonomu

Tabel 1
INDONESIA PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN GARIS KEMISKINAN
Jumlah Penduduk Garis Kemiskisian
Tahun Kota Dexa Desa + Kota Kota Desa
Juta jiwa Rupiah per kapita per bulan
1976 10,0 442 54.2 4522 2.849
1978 83 389 47,2 4969 2981
1980 9.5 28 423 6831 4.449
1981 9.3 na 40,6 9777 5877
1984 9.3 25,7 35,0 13.731 1.746
1987 97 20,3 30,0 17.381 10.294
1990 94 178 272 20,614 13295
1993 8.7 17,2 259 27.905 18.244
1996 72 153 2.5 38.246 27413
1998 22,6 56,8 794 52.470 41588

Sumber Dikutip dan hitp://www.bps.§o.id.
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Paditn 1Y
(lmta 19ES)

| 66l (A8, A

PELITA IV

Pelita V
{ddota |990)

179247 743

ANALININ CHIS, Tabun XXIX2000, Ko

V., DAN Vi

Pelita VI
(data 1995)

194,754 Bikd

20,2 0.5 5.9

G2 4497 134 T1 869,97 0,1 10060
4.7 CURY 44,0
520 70 970
2.1 4,7 55.4
16,0 56,0 0.9
fil.3 31,7 )
24 1.6 1.0
0,151 0,136 {0,707
1,81 4,29 6,18

a3 33 100 A12 A38 515
51 052 [ 0 D64 261 008
A2 278 B1.448 177 508
1.21 1,28 1,47
S6K U28 | 062262 2.251.624
SO0 AnS 994 265 22069 812
fiad 2410 | 164 385 2225331
0,77 1,85 1,02

———

'Ranio Jumbahi BT dengan lahan = 2 ha techadap KT dengan lahan = 0,25 ha -~
"Rasio pendapatan rumah tangga (T) buken pertanian golongan stas di kota terhadap RT buruh tani di desa.

mendekatl keadaan tabun 1975 yang ang-
ki kesenjangannya 6,47 Fenomens ini ber-
arti bahwa pendapatan rumah tangga pe-
tant (diwakili buruh tani) di pedesaan me-
rosol sangal tajam dibandingkan dengan
polongan atas perkotaan.

Lebih lanjut, kesenjangan juga terjadi
dalam distribugi kepemilikan lashan yang
merupakan faktor produksi terpenting ba-
gi pertanian. Tabel 2 memperlihatkan bah-
wit total rumah tangga tanpa lahan (dapat
dipersepsikan menjadi buruh tani, meram-
bah hutan atsu sumber daya alam lainnya,
atau akan pergl ke kota) dan rumah lang-
ga dengan lahan kurang dari 0,25 hektar

jumlahnya meningkat drastis mulai tahun
1990, Berturut-turut pada tahun 1985, 1990,
dan 1995 adalah 36,1, 60,7 dan 65,3 per-
sen. Gejala ini dapat ditafsirkan bahwa ter-
jadi perubahan besar-besaran dalam hal ke-
pemilikan lahan pertanian dari petani yang
miskin ke petani-petani yang kaya, scba-
gai akibat kompleksitas akumulasi tekanan
ckonomi yang mencrpa para petani miskin
lersebut. Proses transformasi demikian, da-
lam jangka panjang merupakan mekanisme
alamiah untuk meningkatkan produktivitas
nasional. Akan tetapi, dalam jangka pendek,
di dalamnya penuh dengan konflik perma-
salahan sosial, ekonomi maupun lingkung-
an. Setidaknya ini dicerminkan dari kesen-
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angan kepemibikan lahan yang nampaknya
makin menganga. & mana angkanva naik
uyam masing-masing 0,151, 0,136 dan 0707
datam penode vang dipelajan. Keadaan fer-
gihar 1 skan memben 1mplikas) yang ru-

mul dalam upaya-upaya penataan sckior per-
nuan di masa mendatang

ienga, kegagalan transformasi. Gambar-
an kemuskinan dan kesenyangan sesungguh-
ava merupakan implikas: dan divergens:
rransformast ckonomi dengan ketenagaker-
jaan Hal im lerutama diakibatkan oleh (ke-
kehiruan) strategl industnialisasi yang tidak
icrarah dengan mengabarkan sekior perna-
man Pada tabun 1997, sekior indusin de-
ngan economic share 25 persen owlpul na-
sional hanya menampung 13 persen \cna-
ga kena. schaliknya sckior pertanian yang
hanya memperolech kue pembangunan na-
sional scbesar 15 persen harus dibagi se-
banyak 44 persen lenaga kerja (BPS, 1997).
Scktor pertamian makin terpuruk oleh
pricing policy vang penuh distorsi ditan-
dai oleh menurunnya nilai tukar petani
(termx of trade) (Sumodiningrat, 1997: 25-39).
Artinya bahwa keuntungan lebih dan usa-
ha tani secara riil semakin berkurang scba-
gai akibal kenaikan harga produksi dan
biaya hidup yang tidak cukup diimbangi
nya, petani khususnya di desa menanggung
berbagai biaya produksi dan biaya hidup
yang cukup tinggi dibandingkan dengan
orang kota Informasi i ikut melengkapi
Keempat, merosotnya
kal masyarakat (social capital) pedesaan
Sejalan dengan kemajuan pembangunan di

i dalamnya tercermin PETgeseran-pevgeser-

an tata mlm dan perscpsi di antara anggo-
1a masvarakatnya dalam memandang aloka-
81 sumber daya Mercka vang tersisth, dan
lidak mampu memenubi aspirasi atan kebu-
tuhannyva 1m akan sulit dicegah untuk lebih
jauh mengeksploitasi sumber daya alam se-
kitarnya Upaya menank kelompok ini un-
tuk berpartisipasi dalam pembangunan mus-
tahil dilakukan tanpa lebih dulu memper-
baik: kesejahteraannva.

Strategi dan Kebijakan

Perumusan kebijakan pembangunan un-
tuk mendukung pengembangan ckonomi
pedesaan haruslah memuat (1) strategi da-
sar dalam memecahkan permasalahan, (2)
pencapaian sasaran untuk memecahkan per-
masalahan, (3) kebyjakan pendukung (sc-
cara tidak langsung), dan (4) kebijakan ber-
orientasi program (secara langsung)

Strategi Dasar

Strategi dasar diarahkan kepada pengen-
dalian semunimal mungkin terjadinya ke-
timpangan (gap) atau keadaan sumber daya
vang idle di dalam (a) ketenagakerjaan yang
berwujud pengangguran, (b) akses, kemam-
puan dan kesempatan terhadap faktor-fak-
tor produksi yang berhubungan dengan
kualitas sumber daya manusia, dan (c) infor-
la-kendala struktural Ketiga hal tersebut me-
rupakan opportunily cost yang mengham-
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ukuran makro kesgjahteraan atau pendekat-
annya, vang menunjuk kepada: (a) pengen-
tasan kemiskinan, (b) pengurangan tngkat
kesenpangan, (¢) penyerasian (ransformasi
pembangunan pertanian, indusin dan jasa,
dan (d) penguatan kelembagaan kKhususnya
di masyarakat pedesaan. Implikasinya, em-
pat sasaran utama tersebut bukan saja ha-
rus menjadi acuan atau dioperasikan di da-
lam rumusan kebijakan, tetapi juga harus
mencerminkan dan membawa kepada kenaik-
an produktivitas

Berdasarkan pendekatan kelembagaan,
menyertai produks: setidaknya dicerminkan
oleh tiga hal (Williamson, 1995: 171-197).
Pertama, memngkatnva investasi, yang be-
sarnva dipengaruhi oleh antara lain mode
of organization dan uncertainty. Mode of
organization berhubungan dengan alterna-
uf-alternauf dalam sistem produksi, antara
lain membuat atau membeli (produk antara),
menggunakan modal sendin atau utang (da-
lam pasar kredit), ungkat upah (dalam pa-
sar tenaga kerja), dan dukungan (de)regu-
lasi (dalam privatsasi), Uncerfainiy berhu-
bungan dengan nsiko-nisiko yang menyertai
kontrak (imvestment hazard), termasuk pu-
la administration cost (kompensast dalam
transaction cosf), democratization cost (ko-
rupsi dan ren! seeker), dan beragam policy
jangka pendek dan jangka pamjang (scper-
1 pajak, pricing policy, kuola, atau pem-
batasan lainnya) yang menycbabkan dis-
torsi dan depresias: ascl.

Kedua, meningkatnya kontrak, yang
dipengaruhi oleh jenis transaksi perdagang-
an dalam pasar (spot market trading), hi-
rarki dan kontrak dalam jangka panjang
(long-term contracting). Dua yang pertama
relatif udak memerlukan dukungan aturan
formal karena bila terjadi kekecewaan (ba-

ANALISIS CSIS. Talam XN 2000, Mo |

ca: pelanggaran) relanf mudah diaasy se-
cara individu  Sebaliknya dalam kontrak
jangka panjang, kekuatan hukum mutlak di-
perlukan untuk menstabilisas kontrak, me-
lindungt hubungan antara individu dan
organisasinya menjadi lebih permanen, dan
memelihara keberlanjutan benefir yang ada
di dalamnya. Dominasi jems kontrak fer-
akhir ini pula yang membawa tngkal per-
ckonomian ke arah yang mapan (high per-
forming economy), dan sebaliknya pereko-
nomian vang lesu didominasi oleh dua je-
nis kontrak yang pertama

Ketiga, credible commitment. I adalah
wujud sesungguhnya dan mechanism of
governance vang chisien (dalam pandang-
an private sector) dalam bertransaks: atau
berinvestasi. Andaikan kontrak (C) didefi-
misikan scbagai fungsi vang terdin atas
harga (price) atau p, ristko kontrak (con-
tractual hazard) atau k, dan pengamanan
(safeguard) atau s

C=r(p.k.s)

maka credible commitment lebih jauh mem-
beri nuansa kepastian dalam Kontrak. jauh
dari celah-cclah munculnya sifat oppor-
tunistic atau berubahnya motivasi (fraiities
of motive). Contoh kontradiksi credible com-
mitment adalah ketidaksesuaian antara ke-
scpakatan (de jure) dan pelaksanaan (de
facto) vang seringkali tiga hal di atas
(p, k, s) menjadi tidak terpenuhi. Pada akhir-
nya, credible commitment akan mendatang-
kan kontrak dan investasi tidak hanva da-
lam jumlah, tetapi lebih penting lag: ada-
lah ragam investasi yang merupakan cer-
minan adanya kecenderungan spesialisasi
dan aktivitas berproduktivitas tungg (high-
technology industry) dalam jangka vang
lebih panjang.
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Aehijakan ﬁnd‘uiung

hebpakan pendukung vang berpengarnuh
socara Udak langsung terhadap lercapainya
hhim yang mendukung akuvitas ckﬁnoﬁ:
podesaan adalah schagm berikut

Pertama, pembangunan infrastrukiur
Pembangunan infrastrukiur dalam pengerti-
an luas meliput ¢coam bidang pendidikan;
wknologl, finansial, komunikasi dan trans-
portast, perlindungan sumber daya alam dan
lingkungan, dan sosal (socral safety nef)
(Suglz, 1997 11-23) Infrastruktur im diper-
lukan agar gap dalam tcnaga kemja, akses
dan kesempatan, maupun informasi dapat
diperbatka. dipertemukan dan dipertukarkan
dalam pasar vang berfungsi secara efeknf

Penvediaan sarana infrastruktur dimo-
uvasi oleh fungs: ncgara atau pemerintah
unfuk mengahirkan manfaat vang lebih ba-
avak kepada wilavah vang secara ekonomu
kurang berkembang (problem area). Fasili-
tas dasar dan pelavanan disubsidi melalui
bantuan tekmis dan alokasi anggaran sc-
hingea memjadi febih efisien untuk menda-
vagunakan sumber-sumber daya vang ada
di dalamnya, serta meningkatkan dan me-

Kedua, kebijakan ckonomi makro. Kebi-
jakan vang scpenuhnya masih wewenang
pemenintah pusat (pasal 7 ayat 2 UU Ne
25 tahun 1999) ini nampaknya menjadi pen-
ting karena berhadapan dengan dilema an-
tara tunrutan (dan skedul) libcralisast per-
punya pandangan yang berbeda (munghan
tidak konsisten) dengan kepentingan peia-
i (dacrah) dalam menetapkan kescjahte-
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raan. Hal mi nampaknya masih periu dicla-
baras: dalam wacana vang mendalam (Mans-
field and Busch, 1995 723.749)

Kebijakan ckonomi makro hendaknya di-
fokuskan kepada liga sasaran secara simul-
tan dan berkesinambungan (a) pengenda-
lian jalannya mekanisme pasar berlandas-
kan rule of the game dan property rights
vang didukung oleh good governance.
(b) pengembangan industn secara berta-
hap dan konsisten. dan (c) perbaikan ferms
of trade vang memberikan insenuf yang
cukup bagi petamt Dengan kebijakan imi
diharapkan tercapai bukan saja kemandin-
an untuk mengantisipasi liberalisasi perda-
gangan maupun berjalannya proses (rans-
formasi struktur ckonomi menjadi lebih
konvergen, tetapi juga tersclamatkannya
sumber-sumber daya publik (common and
public resources) dan kesinambungan pro-
duksinya.

Ketiga, kebijakan penataan ruang dan
pertanahan  Kebijakan ini dalam Pelita IV,
V, dan VI yang terkait dengan pembangun-
an pedesaan hanyalah sektor transmigra-
si, selebihnya terfokus pada pembangun-
an perumahan perkotaan dan konsolidasi
tanah perkotaan. Berlandaskan kepada UU
No, 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang,
meckanisme penataan ruang hendaknya da-
pat disusun lebih konseptual dan fterinte-
grasi diarahkan untuk bukan saja menye-
rasikan pembangunan wilayah kota-desa
dan melestarikan lingkungan tetapi juga
sekaligus mengurangl kesenjangan kepemi-
likan lahan pertaman

3Momuat tahspan-tahapan substitusi impor (im-
port substitution), promosi ekspor (export promol-
fon), dan penanaman modal asing (foreign direct
fmvestment, FDI) (Aggarwal and Agmon, 1990. 163-
180).



Keempat, pengembangan parusipasi
masvarakat Kebijakan ini sangat kental de-
apan kntdab-katdah dalam hidang sosiolo-
gi dan ilmp sosial lainnya. Qleh karcni
ity pemeriniah harus menyadarn benar, de-
npan Cmundur” dan member kesempatan
kepada masyarakat sendin untuk menentuo-
kan pilthan-pilihannyn (dipandu oleh lem-
baga swadaya masyarakat (LSM) dan para
sosiolog) menugu secial cohesiveness dan
eguity (Besley, 1997 117-134), Hal ini men-
jadi relevan bukan saja karena olonomi yang
sesungguhnyn bisa tercipta secara internal
dan berkembangnya social capital di da-
lam masyvarakat, tetapi juga dapat dicegah
opportunity cost akibal distorsi (the tra-
gedy unmanaged common) (Randhir and
Lee, 1996 25-34) yang sering menyertil
imtervenst pemerintah. Pendekatan demikian
sangat diperlukan bagi pengentasan kemis-
kKinan dan pembangunan pedesnan di dae-
rah terpencil dan terbelakang,

Kebijakan dan pengembangan partisi-
pasi masyarakat juga diarabkan untuk meng-
galt dan mengidentifikasi potensi ekono-
mi masyarakat menuju peningkatan pro-
dukuvitas dan pelestanan lingkungan. De-
ngan memberikan perhatian kepada peran
kaum wanita, bantuan teknologi dan mana-
jemen, dipastikan pencapaian sasaran kese-
jahteraan masyarakat pedesaan lebih efek-
uf sesum dengan norma dan lala nilainya

Kelima, pemerintahan. Perluasan wewe-
nang dan tanggung jawab pemerintah dae-
rah harus dibarengi dengan profesional-
isme' di dalam public service dan menang-

1 No 28 wahun 1999 pasal 3 memuat twjuh
asas penyelenggaraan negars, meliputi kepastian
bukum, tertib penyelenggaraan negara, kepenting-
an umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional-
wme, dan akuntabulitas.
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kap aspirasi (dan partisipasi) masyarakal
menuju kepada pemecahan masalah dan pe-
ningkatan prnduktwitaa Untuk mendu-
kung hal terscbut harus dibangun mekan-
isme pembinaan aparal yang ll'ﬂlllﬁ[}ilral'l.
mandiri, dan yang mengandung insentif
bagi individu untuk mengembangkan dir

dan organisasinya.

Tantangan ke depan yang harus diper-
siapkan adalah membangun iklim yang
kondusif bagi berkembangnya partisipasi
masyarakat. Implikasinya, pendekatan peru-
musan kebijakan harus mengacu dan dan
bermuara kepada permintaan masyarakat,
bukan dari elite pejabat dan teknokral yang
mengandalkan pendekatan modernisasi
(Ginting, 1999) -- di mana scbagal manusia
bisa berperilaku benevolent maupun pred-

arory.

Keenam, membangun kelembagaan. Pem-
bangunan kelembagaan bertujuan untuk
mengarahkan aliran investasi secara efekuf
(tidak bocor), menjamin proses transaksi
maupun investasi sesuai kontrak, dan men-
cegah incredible commitment. Ada dua hal
yang patut menjadi perhatian (William-
son, 1995). Pada tingkat lebih tinggi me-
nyangkut institutional environment, Atur-
an-aturan yang menyangkut aspek sosial,
politik, dan aspek legal lainnya yang men-
dasari sistem produksi, konsumsi dan dis-
tribusi, harus benar-benar ditegakkan oleh
semua pihak dalam kedudukan yang sama,
cfisien, dan simetris di muka hukum. Hal
ini meliputi sistem perwakilan, property
rights, dan aturan kontrak. Pada tingkat
bawah menyangkut institutional arrange-
ment. Aturan-aturan atau mekanisme di an-
lara unit-unit ckonomi yang mengendali-
kan operasi, koordinasi dan kompetisi di-
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ckankan kepada partisipasi dan utility un-
uk mencapal suatu transaksi secara de

Jacio

Berjalannya mekanisme kelembagaan
vang efektif menuntut adanya kesatuan
sistem hukum antara yang lebih tinggi de-
ngan yang di bawahnya Ketidakharmo-
misan ini akan dapat menimbulkan keti-
dakpastian hukum vang pada gilirannya
dapat menimbulkan malapetaka (chaos)
akibat terjadinya benturan sistem Untuk
mencegah hal tersebut, sangat diperlukan
kesungguhan, kejujuran, dan kearifan un-
tuk menghargai indigenous institution.
property rights, dan aturan kontrak dalam
rangka mengembangkan ekonomi pedesa-
an sckaligus meningkatkan modal sosial
(social capital) di dalamnya

Kebijakan Langsung

Kebijakan yang secara langsung berpe-
ngaruh terhadap aktivitas ekonomi pedesa-
an adalah penyediaan kebutuhan pangan,
papan, dan pakaian disertai dengan kenaik-
an produktivitas dan pendapatan. Upaya
demikian harus mencakup langsung per-
baikan akses terhadap empat hal (Haeru-
man. 1997): (1) akses terhadap sumber daya;
(2) akses terhadap teknologi, (3) akses ter-
hadap pasar, dan (4) akses terhadap sum-
ber-sumber pembiayaan.

Sementara itu, kerangka mikro yang
menjadi pilikan daerah berhubungan de-
mmm—mwdﬂ-
liki Namun demikian, berdasarkan poten-
si dan permasalahan dominan yang telah
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Pertama, pengembangan scklor agri-
bisnis. Program pembangunan yang dapat
dikembangkan dalam pengertian im ada-
lah aktivitas agribisnis hulu (industri pen-
dukung), on-farm agribusiness (scktor ke-
hutanan, perikanan, peternakan, perkebun-
an, tanaman pangan, dan hortikultura) dan
agribisnis hilir (proses pengolahan produk-
si dan pemasaran) Peluang untuk mening-
katkan produktivitas di scktor imi masih
cukup besar antara lain melalui perbaikan
teknologi, manajemen, dan tukar-menukar
informasi.

Kedua, pengembangan scktor non-agri-
bisnis di pedesaan Baik secara kultural
maupun individual, telah berkembang usa-
ha-usaha kecil di setiap dacrah, antara lain
perdagangan, pertukangan, kerajinan, dan
jasa-jasa informal lainnya yang udak ber-
huobungan langsung dengan agribisnis
Pembinaan sektor ini sangal penling da-
lam kerangka transformasi struktur ckono-
mi nasional dan kenaikan pendapatan

Ketiga, penguatan kelembagaan cko-
nomi pedesaan. Pengembangan partisipa-
si masyarakat harus diarahkan kepada pe-
ngembangan nalun ckonomi setiap pelaku
ckonomi pedesaan. Apapun bentuk lemba-
ga yvang dipilth — secara individual mau-
pun berkelompok - harus dihargai. Selan-
jutnya unsur pembinaan ditempatkan di
atas local institutions dan lebih difokus-
kan kepada upaya mencegah cost dan ni-
siko-risiko di belakangnya

Keempat, peningkatan kemajuan apa-
ratur pemeriniah desa. Program ini mende-
sak dilakukan bukan hanya untuk perbaik-
an pelayanan, tetapi juga mengantisipasi
tugas dan peran Badan Perwakilan Desa
(UU No. 22 tahun 1999 pasal 104 hingga



| dalamm mengealt sumber-sumber ke-
GERgan dsn pemyusunan Angpgaran Pen-
dapaisn dan Belana Desa

Aelima. kebjjakan bidang pertanahan
Achymian penanahan memeriukan perum-
bangan sang cermat agar dapat dihindan
kerugian-kerugian sosial (emvironmental
Program pembangunan
vang komickstual adalah transmigrasi dan
Tersedianyz hotan konvers:
scluac 30 juta ha perlo dire¢valuas untuk
iehih mempnontaskan program transmigra-
st dan mecnempatkan penggunaan lahan
lmmmya perkebunan, HPH, atau HPHTI da-
lam kerangka program transmigrasi. Semen-
tara program landreform sckaligus meru-
pakan " safery valve” zkibat munculnya
kasus-kasus pertamahan antara rakyat de-
ngsn negara, badan-badan usaha milik ne-
gara atam swasla

and social cosl)

londreform

Tantangan Otonomi Daerah

Tanisngan atsu hambatan di balik pe-
laksanaan otonomi berkaitan dengan ke-
putusan-keputusan politik (ex anfe) dan
konsckuoens: cost vang terkail denpannya
{ex post) Implikasinya, bisa dimengert
babwz pehak-pihak yang dibcbani cost akan
berupaya mereposisi bahkan menentang
opaya pembaruan tersebut Tantangan atau
tanggapan tersebut dapat dirinci sebagai
benkat

Pertama, berkenaan dengan keputusan
dapat berimplikasi melahirkan “nasional-
isme” (socletal approach) baru yang lebih
protected dalam hubungan perdagangan
imtcrnasional (Mansfield and Busch, 1995).

AN AL IKIS CSIS. Tabun JOCDUZ000. No |

jakan rescheduling dapat dimaklumi di da-
lam rangka kepentingan nasional jangka
panjang untuk menciptakan kemandinan
dan kescjahicraan

Kedua, hambalan struktural Otonomi
dacrah secara implisit memuat dan mene-
kankan pnnsip-prinsip demokrasi, partisi-
pasi, pemerataan dan keadilan (lihat latar
belakang UU No 22 tahun 1999) Hal de-
mikian akan sulit diimplementasikan se-
panjang kekuatan struktural -- yang tdak
memahami prinsip tersecbut -- masih berta-
han di dalam banyak institusi publik

Ketiga, kecukupan peraturan perun-
dangan Otonomi dacrah seperti yang di-
musikan oleh tiga paket tersebul, baru meru-
pakan syarat perlu (necessary condifion)
Ketiganya masih belum mencukupi (suffi-
cien! condition) untuk dinmplementasikan
sesuai dengan pninsip-prinsip vang dimuat
dalam otonomi daecrah Peraturan perundang-
an di bawahnya harus dilengkapi dengan
mempertimbangkan aspirasi masyarakal ka-
lau tidak ingin disisipi rent-seekers atau

perilaku moral hazard lainnya

Penutup

Pengembangan ekonomi pedesaan da-
lam kerangka otonomi daerah masih berha-
dapan dengan kendala-kendala yang kom-
pleks, mencakup dimensi sosial, ekonomi
dan politik. Semua itu menyatn di dalam
permasalahan kemiskinan, kesenjangan,
transformasi struktur ekonomi dan kelem-
terbatas dalam ruang lingkup pedesaan
saja, tetapi terkail juga dengan pengambil-
an keputusan di tingkal pusat maupun
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dacrah  Mempertimbangkan keadaan lerse-
but, pendekatan kelembagaan Unstitutionat
cconomic) adalah relevan AAL Proses pery-
bahan berjalan sesuai dengan tata nilaj yang
dinginkan oleh masyarakat.

Rumusan kebijakan pembangunan yang
mendukung pengembangan ckonomi pede-
saan disusun dalam empat Kategori Perra-
ma, strategl dasar pemecahan masalah pe-
nycbab terjadinya ketimpangan (gap). Ke-
dua, pencapaian sasaran pemecahan masa-
lah melalui indikator kesejahteraan yang
jelas. Kefiga, kebijakan pendukung yang
secara tidak langsung mempengaruhi aktivi-
tas perckonomian. Keempat, kebijakan ber-
oricnlasl program yang secara langsung

mendukung produktivitas dan kenaikan
pendapatan.

Sementara itu, hambatan dan tantangan
di balik pelaksanaan otonomi daerah yang
dapat diidenufikasi adalah kesepakatan li-
beralisasi perdagangan, hambatan strukiu-
ral, dan ketersediaan peraturan perundang-
an lainnya.
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